BAB III
PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI

PENGADILAN AGAMA SAMPANG

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama
1. Sejarah dan Kedudukan Pengadilan Agama Sampang

Pengadilan Agama Sampang termasuk salah satu Pengadilan Agama
yang berkedudukan di madura, yang dahulu pengaturan tentang susunan,
kekuasaan dan hukum acaranya berdasarkan pada Stb. Tahun 1882 Nomor 152
jo Sbt. Tahun 1973 Nomor 116 dan 610 tentang Peradilan Agama di Jawa dan
Madura.

Dasar hukum pembentukan Peradilan Agama Sampang secara spesifik
sampai hari ini masih dalam penelusuran. Dokumen tertua yang telah
ditemukan berupa putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 1 Tahun 1958
dalam perkara fasakh yang dijatuhkan pada tanggal 07 januari 1958 dengan
ketua dijabat oleh KH. Zubair. Sudah barang tentu, dalam perkembangan
kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dengan undang-undang Nomor
14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan
terakhir diganti dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman.

Sebelum lahirnya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, eksistensi Pengadilan Agama telah di perkuat dengan

37



38

lahirnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan
undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadi dasar eksistensi dan
kewenangan Pengadilan Agama telah semakin diperkokoh dengan lahirnya
undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua peraturan perundang-
undangan yang mengatur eksistensi dan kekuasaan Pengadilan Agama
sebagaimana tersebut di atas, sudah barang tertentu kesemuanya menjadi
dasar berdirinya Pengadilan Agama Sampang.'

Dalam Bab III Pasal 49 s/d 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan
mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49
ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam, khususnya di bidang hukum perdata.

Dengan demikian Pengadilan Agama Sampang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan menerima perkara yang yang dapat diterima
menurut jenis perkaranya. Yaitu:

a. Sengketa Perkawinan
b. Sengketa Waris

c. Sengketa Wasiat

d. Hibah

e. Zakat

" Berkas Profil Pengadilan Agama Sampang, 29 Mei 2015
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f. Wakaf

g. Infaq

h. Shodaqoh

i. Sengketa Perekonomian Syari’ah.’

Pengadilan Agama Sampang selama tahun 2016 telah memutus 1.708
perkara, yang terdiri dari sengketa perkawinan (Perkara perceraian (1.642
perkara di putus dengan litigasi dan 56 perkara diputus/ditetapkan dengan
mediasi), isbat nikah (472 perkara), dispensasi kawin (7 perkara), wali adlol (1
perkara), penetapan ahli waris (4 perkara), penguasaan anak ( 0 perkara), harta
bersama (0 perkara), izin poligami (1 perkara), pembatalan perkawinan (0
perkara), perwalian (2 perkara), pengesahan anak, wasiat, hibah, wakaf
perwalian, infaq, izin kawin, shodaqoh, dan perekonomian syari’ah, (0
perkara), lain lain (99 perkara), ditolak (2 perkara), tidak diterima (8 perkara),
gugur (11 perkara), dicoret dari register (2 perkara).3
. Wilayah Kewenangan

Pengadilan Agama Sampang merupakan Pengadilan tingkat pertama
yang bertugas dan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara
di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan
berdasarkan Hukum Islam serta wakaf, zakat, Infaq dan shodaqoh serta

ekonomi syari’ah yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

? Abdul Manan, penerepan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana, 2008). 12
*Disadur dari statistik laporan perkara yang diputus Pengadilan Agama Sampang Tahun 2016
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Menurut Yahya Harahap, dalam lia tugas dan kewenangan Pengadilan
Agama yaitu:4

a. Mengadili.

. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada

instansi pemerintah.

. Kewenang Pengadilan Agama Tinggi mengadili perkara dalam tingkat

bending dan mengadili sengketa kompetensi relatif, serta bertugas mengawasi
jalannya peradilan.

Visi dari Pengadilan Agama Sampang terwujudnya badan Peradilan

Indonesia yang agung. Misinya (1) menjaga kemandirian badan peradilan, (2)

memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, kepada pencari keadilan, (3)

meningkatkan kepemimpinan badan peradilan, (4) meningkatkan kredibilitas dan

transparansi badan peradilan.’

Yuridiksi Pengadilan Agama Sampang meliputi wilayah Kabupaten

Sampang dengan luas 1.233,02, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai

berikut:

o

o

Sebelah utara dibatasi dengan laut jawa
Sebelah timur dibatasi dengan Kabupaten Pamekasan
Sebelah selatan dibatasi dengan Selat Madura

Sebelah barat dibatasi dengan Kabupaten Bangkalan Kabupaten Sampang.

* M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. (Jakarta: Pustaka
Kartini, 1989), 133

> Pengadilan Agama “Visi dan Misi” dalam http:/www.pa-
sampang.com/index.php?option=com_conten&task=view&i=14&Itemid=27, di akses pada

tanggal 7 Mei 2016.


http://www.pa-sampang.com/index.php?option=com_conten&task=view&i=14&Itemid=27
http://www.pa-sampang.com/index.php?option=com_conten&task=view&i=14&Itemid=27
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Terdiri dari 14 kecamatan, 180 Desa dan 6 Kelurahan keempat belas
Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut: Sampang, Torjun, Camplong,
Jrengik, Omben, Tambelangan, Kedungdung, Sreseh, Robatal, Ketapang,
Sokobenah, Banyuates, Pengarengan dan Karangpenang.

3. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Sampang menurut data badan pusat
statistika Kabupaten Sampang; 925,911 jiwa pada Tahun 2014
4. Jarak Tempuh
Jarak Pengadilan Agama Sampang dengan Kecamatan yang ada di
Kabupaten Sampang: a) Sampang 0 KM, b) Camplongl0 KM, c¢) Omben13
KM, d) Torjun7 KM, e) Jrengikl6 KM, f) Sreseh43 KM, g) Kedundungl3
KM, h) Tambelangan25 KM, i) Robatal 27 KM, j) Ketapang 41 KM, k)
Banyuates 56 KM 1) Sokobanah 57 KM, m) Pengarengan 9 KM, n)
Karangpenang 28 KM
5. Susunan Jabatan Ketua Pengadilan Agama Sampang
Dari data sementara ini dapat dihimpun, jabatan Ketua Pengadilan
Agama Sampang secara berurutan yang pertama s/d sekarang ini dijabat oleh:
1) KH. Zuber (Periode jabatan masih ditelusuri), 2) KH. Zayyadi (Periode
jabatan masih ditelusuri), 3) Drs. H.M. Yusoef Cotib, SH. (Tahun 1976-
1992), 4) A. Soetikno Rozy, SH. (Tahun 1992-1994), 5) Drs. A. Faqgih
Sulaiman (Agustus 1994-Januari 2001), 6) Drs. Mustanjid Aziz (Juni  2002-
Agustus 2004), 7) Drs. Hidayat Kusfandi, SH. (Agustus 2004-Januari 2006),

8) Drs. Hidayat, SH. (Januari 2006-2008), 9) Drs. H. Nanang Faiz (Januari
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2008-September 2010), 10) Drs. H. Khazini (September 2010 September
2012), 11) Drs. H. Syaiful Heja, MH. September 2012-sekarang)’
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sampang

Untuk menunjang program kerja yang telah dirumuskan, maka
diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat
dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.

Program kerja berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika
didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur.
Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja; Ketua (Drs.
H. Rohmad Ariadi, SH), Wakil Ketua (Drs. Nasrul, MA), Hakim (Dra. Hj. Siti
Aisah, MH, Dra. Hj. Nurul Hidayati, M. Hum, Ismail, S.Ag, M.Hi, dan
Muhammad Azhar, S.ag, M.H), Sekretaris (Akhmadi,SH), Panitera (Drs.
Abdullah Faqih), Wakil Panitera (Siti. Khodijah, SH), Panitera Muda
Gugatan (Imran Saleh, SH), Panitera Permohonan (Dra. Hj. Hafiyah), Panitera
Hukum (Moh. Nurholis, SH), Kaur Kepegawaian (Dini Rahmawati. S.Sos),
Kaur Keuangan (Benny Hardiyanto. SH), Kaur Umum (Hj. Fitriatus Shoidah),
Panitera Pengganti (Abdul Rachman dan Akhmad Khoirul Huda)

7. Daftar Mediator Pengadilan Agama Sampang

Berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Agama Sampang
04 April 2016, maka ditunjuk 5 orang hakim mediator. Hal ini sudah mengacu
pada Perma Nomor 1 Tahun 2016. Kriteria terpenting mediator adalah

memiliki kemampuan mengajak atau mempengaruhi dan meyakinkan pihak

6 Berkas Profil Pengadilan Agama Sampang, 29 Mei 2015.
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yang bersengketa untuk mencari jalan yang terbaik menyelesaikan sengketa
mereka dan mampu berinteraksi dengan luas atau mampu menciptakan
pendekatan sosial kepada para pihak yang bersengketa, serta memiliki
keahlian khusus pada bidangnya masing-masing, sehingga pada proses
perumusan dan penyelesaian masalah yang dihadapi akan lebih terarah dan
terperinci. Selain itu penunjukan hakim sebagai mediator juga untuk
menghindari sanksi pada Pasal 3 Ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang
menyatakan bahwa: “Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan
para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan
mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai mediasi di pengadilan.”

Penunjukan hakim mediator oleh Ketua Pengadilan Sampang telah
dituangkan dalam surat keputusan ketua Pengadilan Agama Sampang Nomor:
W13-A31/615/HK.05/1V/2016.

Mediator Pengadilan Agama Sampang; 1) Drs. Nasrul, MA. 2) Dra. Hj.
Siti Aisah, MH. 3) Dra. Hj. Nurul Hidayati, M. Hum. 4) Ismail,S.ag., M.HI. 5)

Muhammad Azhar, S.Ag., MH. 7

Pelaksanaan Upaya Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Sampang
Penawaran anjuran damai dalam proses perkara perceraian di Pengadilan

Agama Sampang melalui oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sampang. Tidak

7 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sampang Nomor W13-A31/615/HK.05/1V/2016
tanggal 04 April 2016.
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terbatas pada hari sidang pertama sebelum memasuki pokok perkara, akan tetapi,

anjuran damai dapat ditawarkan setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung

selama belum diputus. Dalam hal ini, haki menggunakan 3 sistem pendekatan,
yaitu:

1. Pendekatan Fisiologi, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengingatkan
kembali antara keduanya, disaat pengantin baru serta masa-masa indah
mempunyai buah hati pertama yang itu merupakan suatu anugerah yang telah
diberikan oleh Allah. Lalu kemudian jika mereka berpisah, bagaimana nasib
anak serta bagaimana dengan kondisi kejiwaannya.

2. Pendekatan Sosiologis, yaitu dengan menjelaskan bahwa manusia adalah
mahluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan antara satu
dengan yang lain. Dan menyadarkan mereka akan kekurangan dan kelebihan
masing-masing yang menjadikan perbedaan pada keduanya. Sehingga sama-
sama mau memahami dan melebur perbedaan itu dengan saling memaafkan
dan memperbaiki sikap serta ditanamkan rasa sabar dan selalu peka terhadap
masalah yang mereka hadapi.

3. Pendekatan Agamis, memberikan penjelasan dan pelajaran tentang arti
pentingnya sebuah perkawinan yang merupakan bentuk relisasi ibadah kepada
Allah. Serta tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah,
mawaddah, warahmah.®

Sebagai wujud pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 maka mulai 3

Februari 2016 dilaksanakan mediasi Pengadilan Agama Sampang dengan

% Dra. Hj. Siti Aisah, MH Wawancara dengan Hakim Mediator, Sampang, 8 Desember 2016
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menunjuk hakim sebagai mediator. Di dalam pelaksanaannya, para hakim
mediator tersebut setiap harinnya bertugas bergiliran perhari 2 hakim mediator,
sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui pukul 08.00 sampai dengan 12.00
wib, dengan melakukan mediasi untuk 3 sampai 5 perkara perhari dimana butuh
waktu 30 menit per perkara.

Adapun prosedur atau tahapan untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan
Agama Sampang adalah sebagai berikut:
1) Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah
pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Hakim
melalui kuasa hukum atau langsung kepada pihak, mendorong para pihak
untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para
pihak pun berkewajiban untuk mendorong para pihak sendiri berperan aktif
dalam proses mediasi.

Langkah selanjutnya adalah penentuan mediator. Untuk memudahkan
para pihak dalam menentukan mediator, maka ketua majelis memberikan
daftar mediator kepada para pihak untuk memilih salah satu nama yang ada
dalam daftar mediator tersebut. Namun apabila para pihak menyerahkan
kapada hakim majelis untuk menentukan mediator, maka majelis hakim yang
menunjuk mediator sekaligus menentukan tanggal dan waktu mediasinya.

Setelah hakim mediator sudah ditentukan, kemudian majelis hakim
menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada

para pihak untuk menempuh proses mediasi. Proses mediasi berlangsung
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paling lama 30 (tiga puluh) hari, tetapi itu semua tergantung pada tingkat
kesulitan persoalan yang dihadapi. Artinya jika waktu semula belum juga bisa
menyelesaikan perkara tersebut, maka majelis hakim menunda kembali sidang
tersebut. Dalam perkara perceraian terhadap kumulasi harta bersama apabila
yang dimediasikan itu hanya kumulasinya saja yaitu pada pembagian harta
bersama, maka antara sidang pemeriksaan mengenahi pokok perkaranya yaitu
perceraian dan sidang mediasi mengenahi harta bersama, sama-sama diproses
atau dijalankan. Artinya majelis hakim tidak perlu menunda proses sidang
pemeriksaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan karena perkara harta
bersama hanya merupakan perkara tambahan (assesoir) dari pokok perkaranya
yaitu perceraian. Oleh karenanya, dalam pemeriksaan mengikuti acara yang
menjadi pokok perkara.
2) Tahap Pelaksanaannya Proses Mediasi

Tahap pelaksanaan proses mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak
yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain. Dalam prakteknya mekanisme
kerja mediator bersifat informal yakni dilaksanakan secara serius tapi santai
sehingga tidak terkesan kaku. Dan hakim mediator cukup menggunakan
pakaian dinas biasa, bukan pakaian resmi (pakaian saat sidang, toga, dll)
ketika sidang pemeriksaan di ruang sidang.

Berdasarkan pengalaman mengikuti sidang mediasi yang dibantu oleh
seorang hakim mediator, penulis dapat mengklarifikasikan langkah penting

yang ditempuh dalam mekanisme mediasi dalam 4 tahapan:
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a. Penciptaan forum, pada tahap ini hakim mediator membuka sidang dengan
memperkenalkan diri kepada para pihak, kemudian membuat pernyataan
pendahuluan dengan menjelaskan proses mediasi, perannya sebagai
penengah yang netral, dimana dia tidak akan bertindak sebagai hakim atau
sebagai penasehat hukum salah satu pihak.

b. Tahap informasi, pada tahap ini, para pihak diminta untuk menjelaskan
atau menceritakan masalah yang mereka hadapi. Setelah persoalan antara
para pihak sudah dipahami, dan dapat dijabarkan secara rinci, selanjutnya
hakim mediator menerangkan pokok permasalahan yang hendak
diselesaikan serta memberi tawaran atau pandangan yang mengacu pada
upaya penyelesaian sengketa.

c. Tahap pemecahan masalah, pada tahap ini, mediator akan memberi
pendapat berupa kemungkinan-kemungkinan atau alternative dalam rangka
penyelesaian sengketa. Disini terjadi negosiasi atau perundingan antara
para pihak yang dibantu oleh seorang hakim mediator. Perundingan
tersebut nantinya akan bermuara pada tercapai atau tidaknya perdamaian
diantara keduanya.

d. Tahap pengambilan putusan, apabila telah mencapai kompromi, maka
kesepakatan telah tercapai. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan
dalam bentuk tertulis. Selanjutnya hakim mediator melaporkan kepada

majelis hakim yang menangani masalah tersebut.’

? Didasarkan pada pengalaman penulis mengikuti sidang atau pelaksanaan mediasi dengan
bantuan hakim mediator di Pengadilan Agama Sampang pada tanggal 8 Desember 2016
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Dalam menjalankan proses mediasi, mediator bertugas tunggal tanpa
didampingi sekretaris atau semacamnya, karena mediasi pada dasarnya
bersifat tertutup. Mediator juga diberikan kebebasan untuk menciptakan
sejumlah peluang yang memungkinkan yang dapat dibicarakan untuk
mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan
yang menegangkan, mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk
beberapa saat, guna meredam suasana agak lebih kondusif. Bila diperlukan,
mediator dapat melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan
salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Hal tersebut dilakukan agar
para pihak dapat mengungkap masalah serta apapun yang tersimpan dalam
benak mereka tanpa ada yang disembunyikan dan tanpa perasaan tidak
nyaman karena ada pihak yang lain yang merupakan lawan mereka.

Disamping kaukus, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan
membantu para pihak, mediator dapat mengundang seseorang atau lebih ahli
dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang
dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka.
Menghadirkan seorang atau lebih dalam proses mediasi harus mendapat
persetujuan para pihak, dan jika tidak diijinkan maka ahli tidak dapat
dihadirkan dalam proses mediasi. Biaya jasa seorang atau lebih ahli

ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.'

' Pasal 26 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Medisasi di Pengadilan
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Berikut data hasil pelaksanaannya upaya mediasi pada perkara
perceraian selama Tahun 2016."!

Tabel 3.1= Perkara Perceraian selama Tahun 2016

Perkara dikabulkan Perkara dicabut Jumlah
Bulan
(litigasi) (mediasi) perkara
Januari 143 5 148
Februari 127 " 134
Maret 114 3 117
April 162 3 165
Mei 116 4 120
Juni 69 3 72
Juli 119 L 120
Agustus 224 5 229
September 115 8 123
Oktober 296 4 300
November 157 13 170
Desember - - -
Jumlah 1642=96,13% 56=3,27% 1.708

' Tabel tersebut merupakan tahun transisi dan sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2016. Tabel
tersebut disimpulkan dari laporan tahunan tentang jumlah perkara yang diterima dan di putus
oleh PA Sampang dan data hasil pelaksanaan mediasi. Moh. Nurholis, SH, Wawancara dengan
Panitera Muda Hukum, 08 Desember 2016
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Tabel tersebut merupakan tabel keadaan perkara perceraian di Pengadilan
Agama Sampang pada Tahun 2016 yang merupakan tahun transisi serta
sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2016. Karena Perma tersebut baru
diberlakukan tertanggal 3 Februari 2016 oleh Mahkamah Agung. Sedangkan
pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sampang mulai 4 April 2016. Hal tersebut
dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Sampang pada tanggal tersebut tentang daftar mediator Pengadilan Agama.'?
Perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Sampang pada Taun 2016
berjumlah 1,708, yang diselesaikan dengan jalan litigasi sebanyak 1,642 perkara (
96,13% ) dan yang diselesaikan dengan jalan mediasi sebanyak 56 perkara (
3,2%)

1. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Sampang

Hasil pencapaian mediasi yang relatif kecil memperlihatkan kepada kita
bahwa masyarakat pencari keadilan jauh lebih banyak menggunakan acara
pemeriksaan biasa (litigasi) dibanding dengan mengakhiri perkara dengan cara
rukun atau damai (mediasi) yang berimplikasi pada pencabutan gugatan atau
permohonan perceraian. Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya:

1. Mediasi belum banyak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat sebagai
alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, perkara perceraian di dalamnya
mengandung unsur emosional sehingga diperlakukan kesesuaian kehendak
para pihak untuk mencari kata sepakat. Hal ini sering kali menjadi hambatan,

karena penggugat cenderung bertahan dengan gugatannya dan tergugat tidak

"2 Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sampang Nomor W13-A31/615 HK.05/IV /2016



o1

menghendaki demikian. Akibat proses mediasi akan macet, dan pada akhirnya
penyelesaian perkara diserahkan melalui proses pemeriksaan persidangan
(litigasi).

2. Sikap para pihak yang enggan untuk berdamai. Biasanya masalah ini muncul
pada perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip serta
melibatkan harga diri, kehormatan dan martabat pihak yang berperkara. Selain
itu, adanya keyakinan dan kebenaran isi gugatan atau kemenangan dalam
suatu perkara dapat juga.

3. Waktu untuk mediasi sangat terbatas karena banyaknya perkara yang harus
diselesaikan serta wajib dilakukan mediasi pada semua perkara tersebut, dan
mediator juga didominasi oleh hakim, maka waktu yang digunakan oleh
mediator dalam melaksanakan mediasi sangat terbatas. Yaitu pada umumnya
mediasi hanya dilakukan satu kali per perkara, dengan kisaran waktu antara 15
sampai 30 menit per perkara sesuai dengan tingkat kerumitan problem yang
dihadapi. Padahal dalam perkara perceraian yang berkaitan erat dengan
emosional, seharusnya membutuhkan waktu yang panjang dan luas sehingga
para pihak bisa memikirkan dengan sungguh-sungguh masalah yang meraka
hadapi dan mengambil keputusan yang tepat serta terbaik untuk

menyelesaikan masalah tersebut.'

" Dra. Hj. Siti Aisah, MH Wawancara dengan Hakim Mediator, Sampang 8 Desember 2016



